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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ketentuan Umum Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli adalah salah satu bentuk dari transaksi perekonomian 

yang dilakukan oleh setiap umat manusia setiap harinya. Di mana pada 

proses pemenuhan kebutuhan ataupun hajat hidup manusia perlu 

melakukan proses jual beli didalamnya. Jual beli juga menjadi bentuk 

perputaran roda perekonomian suatu komunitas bahkan seluruh umat 

manusia di dunia. Dengan demikian, keberadaan jual beli tidak hanya 

menjadi proses transaksi saja tetapi menjadi hal primer yang 

dipergunakan manusia kepada manusia lainnya untuk saling memenuhi 

kebutuhan hajat hidupnya. Jual beli memiliki banyak definisi. 

Sebenarnya secara etimologi apa yang disebut dengan jual beli adalah 

proses tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.
11

 Jual beli 

juga didefinisikan menjadi suatu pertukaran dari barang atas dasar 

saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan atau dapat dalam bentuk alat tukar yang sah.
12

 

Dalam literatur lain juga disebutkan bahwasanya jual beli 

adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan 

uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada 
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 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), 173 
12

 Gembala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 101. 
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yang lain atas dasar saling kerelaan atas masing-masing.
13

 Dari 

pengertian di atas, sebenarnya ada beberapa indikator dari adanya 

proses transaksi jual beli. Yakni peneliti jabarkan di bawah ini: 

a. Adanya proses tukar menukar 

b. Adanya barang dan/atau jasa dan/atau alat tukar yang 

dipergunakan 

c. Adanya perpindahan kepemilikan 

d. Adanya kerelaan  

Dari keempat indikator di atas merupakan bentuk dari adanya 

jual beli yang terjadi di masyarakat. Di mana masyarakat 

mempergunakan proses ini pada setiap pemenuhan atas kebutuhan 

mereka. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Pada dasarnya, hukum dari adanya transaksi jual beli adalah 

boleh atau mubah. Di mana setiap orang yang menghendaki adanya 

jual beli maka ia diperbolehkan melakukan ataupun melaksanakan 

transaksi jual beli tersebut dan tidak ada suatu larangan. Kendati 

demikian, hukum asal mubah dari jual beli ini tetap dimungkinkan 

untuk berubah. Bahwasanya, hukum jual beli dapat berubah menjadi 

wajib, sunah, makruh, bahkan bisa juga menjadi haram. Hal ini 

didasarkan pada kondisi maupun situasi dari adanya proses transaksi 

jual beli tersebut. Pada misalnya, ketika ada seseorang dalam kondisi 

                                                           
13

 Ahmad Sarawak, Fiqh Jual Beli, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5-6. 
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kelaparan dan membutuhkan makan serta minum. Sedangkan makan 

dan minum tersebut hanya dapat diperoleh dengan adanya proses 

transaksi jual beli. Maka keberadaan proses transaksi jual beli tersebut 

menjadi suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilakukan. Jual beli 

juga dapat berhukum sunnah ketika kita melihat adanya barang 

dagangan seseorang yang masih tersisa banyak, namun kita 

mengetahui jika pedagang tersebut perlu menafkahi anak-anaknya dari 

hasil berdagang tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini, kita 

disunahkan untuk bertransaksi jual beli dengan pedagang tersebut 

karena berpotensi menghantarkan kita pada suatu kebaikan.
14

 

Kemudian, hukum transaksi jual beli yang awalnya mubah ini 

juga dapat berubah menjadi makruh bahkan berubah menjadi haram 

ketika komoditas atau barang atau jasa yang kita perjualbelikan 

merupakan suatu barang dan jasa yang berhukum makruh atau haram 

diperjualbelikan. Contohnya, pada transaksi jual beli narkoba. Maka 

transaksi yang kita lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

transaksi yang haram untuk dilakukan karena komoditas yang dalam 

hal ini narkoba adalah barang atau benda yang baik menurut hukum 

agama maupun hukum positif adalah suatu benda yang dilarang untuk 

diperjualbelikan kecuali dalam proses dan/atau keadaan tertentu.
15

 

Seibagai salah sarana dalam me imbantu meiningkatkan taraf 

hidup manusia jual be ili meimiliki landasan hukum yang kuat baik di 

                                                           
14

 Holilur Rohman, Hukum Jual Beli Online, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 3-4. 
15

 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz 2, (Beirut: Dar al Kutub 

alIlmiyyah, 2015), 140. 
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dalam Al-Qur’an maupun hadist. Be irikut ini meirupakan dasar hukum 

dihalalkannya jual beili antara lain : 

a. Surah Al-Baqarah ayat 275 

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرٰبِاوا   اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرٰبِاواۘ وَاَحَلَّ اللّاٰ ا اِنََّّ لِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوْْٓ  ذا

Artinya: 

Yang deimikian itu kareina meireika beirkata bahwa jual be ili sama 

deingan riba. Padahal Allah te ilah meinghalalkan jual be ili dan 

meingharamkan riba.
16

 

 

b. Hadist Riwayat Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleih al 

Hakim 

ُ عَنْهُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى )عَنْ  رفَِاعَةَ بْنِ راَفِعٍ رَضِيَ اللَّّ : اللَّّ

رُورٍ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قاَلَ  رَوَاهُ الْبَ زَّارُ ( عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ

  وَصَحَّحَهُ الْْاَكِمُ 

Artinya:  

Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pe irnah ditanya me ingeinai peikeirjaan 

apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Ke irja deingan tangan dan 

seimua jual beili yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai 

shahih oleih al Hakim.
17

 

 

Deingan adanya dasar hukum dalam jual be ili me imbuat status 

hukum dalam jual be ili meinjadi sangat kuat di mana dasar hukum yang 

meinyatakan ke iboleihan dalam jual be ili meirupakan sumbe ir dasar dalam 

meinggali hukum Islam. 
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3. Syarat dan Rukun Jual Beli 

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum tentang jual 

beli yang merupakan suatu pertukaran harta atas dasar suka sama suka. 

Sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan dapat dilihat dari rukun dan 

syarat jual beli. Rukun, secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang 

harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat sah dilakukaan. Sedangkan 

syarat sendiri diartikan sebagai sesuaatu yang harus dilakukan atau 

diindahkan.
18

 Dapat disimpulkan bahwa rukun merupakan pekerjaan 

yang harus dilakukan dalam Ibadan itu sedangkan syarat lebih kepada 

pekerjaan yang harus terpenuhi sebelum ibadah itu terlaksana. 

Terdapat beberapa perbedaan pada rukun dan syarat, 

perbedaaanya terletak pada jumlah dari rukun dan syarat jual beli. 

Meski demikian pada intinya rukun dan syarat jual beli menurut 

beberapa madzhab itu sama jika Madzhab Hanafi itu ada enam terdiri 

dari (ijab, qabul, penjual, pembeli, brang dan harga). Menurut 

Madzhab Hanafi hanya ada ijab dan qabul saja.
19

 

Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat 

jenis, antara lain:
20

 

a. Akad (Ijab dan Qobul). Akad secara bahasa diartikan sebagai 

ikatan yang ada diantara ujunag suatu barang. Sedangkan secara 

istilah akad diartikan sebagai pengumpulan dua tepi tali yang 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), 966. 
19

 Gibtiah, Fikih Kontemporer, (Jakarta : Prenada Media Group 2018), 121. 
20

 Abdurahman, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70. 
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mengikat salah satu dengan yang lainnya sehingga keduanya 

menjadi sepotong benda. Ijab dan Qobul memiliki arti yang lebih 

mudah di mengerti dengan mendefinisikan masing masing katanya 

yaitu Ijabpemberian hak milik kepada pembeli oleh penjual dan 

Qobul diartikan penerimaan hak milik oleh pembeli.
21

  Ijab dan 

Qobul dalam jual beli menunjukkan adanya kerelaan kedua belah 

pihak untuk berakad. Ijab dan Qobul ini dapat dilakukan baik 

secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan pada pemaparan dapat 

diketahui bahwa Ijab dan Qobul ini terjadi dengan adanya rasa 

sukarela dari kedua belah pihak. 

b. Orang yang berakad. Dalam hal ini terdiri dari dua pihak yaitu 

penjual dan pembeli. Aqidain atau orang yang melakukan akad 

harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 

1) Islam, syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika jual beli 

adalah orang Islam. Namun, jual beli yang dilakukan antara 

orang muslim dan non muslim adalah mubah. Sebagaimana 

hukum asal muamalah itu adalah mubah. 

2) Berakal, maksud dari berakal ini adalah orang yang mampu 

membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik baginya. 

3) Dengan kehendak sendiri, dalam hal ini berarti bahwa dalam 

melakukan transaksi jual beli tidak ada unsur paksaan. 
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 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi alam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 2017), 29. 
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4) Baligh atau dewasa. Telah disebutkan dalam hukum Islam 

bahwa seseorang laki-laki dikatakan dewasa apabila sudah 

bermimpi basah atau sudah berusia 15 tahun. Sedangkan untuk 

perempuan sudah mengalami haid. 

5) Keduanya tidak boros, dalam hal ini antara penjual dan pembeli 

keduanya bukanlah seseorang yang boros atau mubazir.
22

 

c. Ma’qud ‘alaih (objek yang diserahkan). Ma’qud ‘alaih merupakan 

objek benda yang diperjual belikan. Barang yang menjadi objek 

dari jual beli harus memenuhi syarat antara lain: 

1) Bukan barang yang diharamkan oleh syara’. Barang yang 

menjadi objek jual beli bukanlah barang najis dan barang yang 

haram menurut syara’. 

2) Dapat dimanfaatkan. Hal ini berarti bahwa barang yang 

menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat. 

3) Milik orang yang berakad. Yang mana barang yang dijadikan 

sebagai objek jual beli adalah milik secara penuh dari orang 

yang berakad atau milik pihak lain yang memberinya izin dan 

telah setuju dengan adanya jual beli ini. 

4) Barang jelas, dalam hal ini berarti bahwa barang yang menjadi 

objek jual beli harus jelas jenis, bentuk, kualitas, kuaantitas dan 

harganya. 
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5) Barang tersebut dapat diserahkan, maksudnya adalah barang 

yang dijadikan objek jual beli harus dapat diserahkan saat ijab 

qobul maupun pada waktu yang telah ditentukan.
23

 

d. Terdapat nilai tukar barang. Nilai tukar di sini diartikan sebagai 

sesuatu yang berfungsi sebagai pengganti dari barang yang 

diperjual belikan. Nilai tukar ini harus memenuhi tiga syarat yaitu: 

dapat menyimpan nilai, bisa member harga barang, dan bisa 

dijadikan sebagai alat tukar. 

Dari pemaparan di atas keempat rukun jual beli yang telah 

disebutkan sebagaimana mestinya memuat syarat-syarat yang harus 

dipenuhi baik dari pembeli maupun penjual agar transaksi jual beli 

yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Dengan 

terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli yang 

dilakukan bersifat mengikat kedua belah pihak. 

4. Jual Beli Yang Dilarang 

Dalam Islam terdapat ketentuan tentang jual beli yang dilarang, 

di mana jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu: pertama, 

jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli 

yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagai berikut: 

a. Jual Beli yang tidak sah karena kurangnya rukun dan syarat. 

b. Jual beli dengan sistem Ijon (belum jelas barangnya, keadaanya, 

masih muda, belum sempurna dan sebagainya). 
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c. Jual beli seperma binatang jantan karena belum diketahui 

kadarnya.
24

 

Kedua, jual beli yang sah namun dilarang, yang mana jual beli 

tersebut memenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat beberapa hal 

yang menghalangi diizinkankannya proses jual beli. Adapun bentuk 

jual beli yang dilarang serta batal hukum akan diuraikan sebagai 

berikut:
25

 

a. Jual beli yang belum jelas, jual beli barang atau dengan sifat 

spekulasi atau samar-samar haram untuk dilakukan karena dapat 

merugikan penjual maupun pembeli. 

b. Jual beli karena menganiaya, jual beli yang menimbulkan 

penganiayaan haram hukumnya, seperti jual beli anak binatang 

yang masih bergantung pada induknya. 

c. Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang merugikan para 

pihak. 

d. Jual beli dengan melanggar ketentuan Allah SWT. 

e. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. 

Berdasarkan pada penjelasan tentang jual beli yang dilarang 

dalam Islam, dapat diketahui bahwa jual beli dengan adanya faktor 

yang dapat merugikan para pihak didalamnya itu dilarang dalam Islam. 
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B. Ketentuan Umum ‘An Taradhin 

1. Pengertian ‘An Taradhin 

‘An taradhin terdiri dari dua suku kata; ‘an dan taradhin. 

Taradhin berasal dari taradhaya, yataradhayu, taradhuyan setimbang 

dengan tafa’ala, yatafa’alu, tafa’ulan yang memiliki arti suka.
26

 Dapat 

dikatakan bahwa taradhin ini merujuk kepada arti saling suka 

menyukai. Adanya tambahan kata ‘an merujuk pada prinsip suka sama 

suka yang muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang 

dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul. 

Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa, tidak sah jual beli 

melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash 

menunjukkan suka sama suka. Dengan demikian serah terima barang 

yang menjadi objek jual beli dengan adanya ‘an taradhin menjadi 

salah satu faktor penting dalam sah atau tidaknya suatu transaksi jual 

beli. 

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa ‘an taradhin termasuk 

salah satu prinsip mu’amalah yang berlaku bagi setiap bentuk 

mu’amalah antar individu atau antar pihak, karenanya dalam 

menjalankan kegiatan mu’amalah harus berdasarkan kerelaan masing-

masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu 

bentuk mu’amalah, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau 
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menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk 

mu’amalah lainnya.
27

 

Sejalan dengan hal di atas Wahbah az-Zuhaili mengemukakan 

bahwa ‘an taradhin ( keridhaan ) merupakan suatu kesepakatan yang 

muncul dari kedua belah pihak ( pihak yang berakad dalam jual beli ) 

tanpa adanya suatu penipuan, aib yang disembunyikan, serta tanpa 

adanya unsur gharar, judi dan riba. ‘an taradhin merupakan salah satu 

prinsip yang harus ada dalam transaksi jual beli, hal ini dikarenakan 

segala bentuk interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi 

salah satunya jual beli harus berdasar pada asas-asas yang ada pada 

mu’amalah seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat 

(tabaddulul manfa’at), atas dasar saling merelakan (antaradhin), 

saling menguntungkan (murabbahah), saling percaya mempercayai 

(amanah), dan bekerja sama (musyarakah) sehingga tidak 

menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir. 

Di dalam Tafsir Al-Misbah kerelaan adalah sesuatu yang 

tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya 

dapat dilihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat 

istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang 

digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. 
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2. Dasar Hukum ‘An Taradhin 

‘An Taradhin atau lebih dikenal dengan suka sama suka 

memilliki dasar hukum yang termuat dalam Surah An-Nisaa’ ayat 29 : 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ  نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّْٓ اَنْ تَكُوْنَ تِِاَرةًَ  يٰا اامَنُ وْا لََ تََْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

َ كَانَ بِكُمْ رحَِيْمًا ا انَْ فُسَكُمْ  اِنَّ اللّاٰ نْكُمْ  وَلََ تَ قْتُ لُوْْٓ  عَنْ تَ رَاضٍ مِٰ
Artinya: 

Wahai orang-orang yang be iriman! Janganlah kamu saling 

meimakan harta se isamamu deingan jalan yang batil (tidak be inar), 

keicuali dalam pe irdagangan yang be irlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu me imbunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Peinyayang keipadamu.
28

 

 

Dari dalil di atas memiliki arti bahwa segala bisnis maupun 

transaksi yang dilakukan baik oleh pelaku usaha atau pun orang lain 

harus didasari oleh aspek suka sama suka yang disebut dengan aspek 

ar-ridhaiyyah. Keridhaan ini dapat dicerminkan dari munculnya 

kesepakatan tanpa adanya suatu syarat tertentu antara para pihak yang 

bertransaksi.
29

 

Di mana dalam meilakukan keigiatan transaksi muamalah umat 

manusia di tuntut untuk me injalankannya seicara suka reila tanpa adanya 

unsur paksaan dari pihak manapun. 
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C. Tinjauan Islam Tentang Muamalah. 

Muamalah yang beirsinggungan deingan peirmasalahan transaksi 

keiuangan meirupakan salah satu hal teirpeinting dalam Islam. Seibagai 

peidoman dalam keihidupan Islam meimuat seimua keiteintuan dalam hidup 

manusia. Beirkaitan deingan hal ini ulama meimbeirikan peinjabaran 

meingeinai ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW untuk 

meinunjang ilmu fiqh muamalah. Seicara umum teirdapat beibeirapa 

pandangan Islam meingeinai muamalah antara lain:
30

 

1. Islam tidak meinciptakan muamalah dalam masyarakat 

Transaksi keiuangan yang tumbuh dan beirkeimbang di 

masyarakat tidak diciptakan oleih Islam. Di mana praktik ini 

seibeinarnya teilah aja seijak Rasulullah SAW datang pada masa itu. 

Seigala aktivitas eikonomi eipeirti jual beili, seiwa meinye iwa, peigadaian, 

dan lain-lain teilah ada dan beirjalan seibagaimana keiinginan meireika. 

Maka seibab itu istilah-istilah yang meinyinggung teintang al-ba’i, 

syirkah, qard, dan lain seibagainya tidak asing di teilinga meireika. 

Beirhubungan deingan hal teirseibut Islam pada masa itu hadir 

untuk meimpeirbaiki dan meimbeirsihkan transaksi eikonomi yang 

meinimbulkan keimudharatan. Transaksi-transaksi yang meingandung 

unsur yang meirugikan atau tidak jeilas, bahkan dapat meingancam 

eiksisteinsi keibaikan akan dihindari dan diharamkan. 
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2. Islam meimbeirikan peingaturan teirhadap muamalah meinggunakan 

kaidah-kaidah umum 

Islam hadir deingan kaidah-kaidah umum yang meingatur 

teintang muamalah. Yang mana kaidah umum ini nantinya akan 

meinjadi acuan dari transaksi muamalah yang meimiliki tujuan untuk 

keimaslahatan umat manusia. Kaidah-kaidah yang meinjadi acuan 

dalam beirmuamalah antara lain:
31

 

a. Adanya Keiridhaan dan Keibaikan Bagi Jiwa 

Dalam muamalah keiridhaan meinjadi unsur yang peinting, 

seibagaimana teilah diseibutkan dalam Surah An-Nisaa’ ayat 29 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّ اَنْ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اامَنُ وْا لََ تََْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ يٰا

َ كَانَ  نْكُمْ  وَلََ تَ قْتُ لُوْا انَْ فُسَكُمْ  اِنَّ اللّاٰ  تَكُوْنَ تِِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِٰ

 بِكُمْ رحَِيْمًا

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beiriman! Janganlah kamu saling 

meimakan harta seisamamu deingan jalan yang batil (tidak beinar), 

keicuali dalam peirdagangan yang beirlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu meimbunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Peinyayang keipadamu.
32

 

 

Di mana dalam meilakukan keigiatan transaksi muamalah 

umat manusia di tuntut untuk meinjalankannya seicara suka reila 

tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. 

b. Meineipati Peirjanjian dan Keiseipakatan 
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Dalam muamalah te irdapat keiseipakatan antara para 

pihaknya yang le ibih kita keinal seibagai kontrak. Dalam kontrak 

inilah teirdapat rukun dan syarat yang harus dipe inuhi agar akad itu 

dapat sah. Seijalan deingan keiteintuan Allah SWT dalam Surah Al-

Maidah ayat 1, yaitu:
33

 

ا اَوْفُ وْا بِِلْعُقُوْدِ  اُحِلَّتْ لَكُمْ بََيِْمَةُ الَْنَْ عَامِ اِلََّ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اامَنُ وْْٓ يٰا

َ يََْكُمُ مَا  رَ مُُِلِٰى الصَّيْدِ وَانَْ تُمْ حُرُم   اِنَّ اللّاٰ لاى عَلَيْكُمْ غَي ْ مَا يُ ت ْ

 يرُيِْدُ 
Artinya: 

Wahai orang-orang yang beiriman! Peinuhilah janji-janji. 

Heiwan teirnak dihalalkan bagimu, keicuali yang akan diseibutkan 

keipadamu, deingan tidak meinghalalkan beirburu keitika kamu 

seidang beirihram (haji atau umrah). Seisungguhnya Allah 

meineitapkan hukum seisuai deingan yang Dia keiheindaki. 

 

c. Larangan Meilakukan Peirbuatan Gharar (keitidakjeilasan atau 

peinipuan) 

Gharar seindiri meirupakan suatu peirbuatan yang 

meingandung keitidakjeilasan atau meingandung unsur peinipuan. 

Dilarangnya gharar ini seibagai upaya peinceigahan timbulnya 

keirugian bagi salah satu pihak pada masa yang akan datang 

dikareinakan adanya keitidakjeilasn teirseibut. 

 

d. Larangan Beirbuat Riba 
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Ulama fiqh satu suara dalam me ingharamkan pe irbuatan 

riba’. Seicara bahasa riba’ me impunyai arti tambahan. Se idangkan 

jika dikaitkan deingan qard riba’ ini beirkaitan deingan keiuntungan 

tambahan yang dipe irsyaratkan bagi para pihak tanpa timbal balik 

yang dibeinarkan oleih syara’. 

e. Larangan Meilakukan Qimar (peirjudian atau speikulasi) 

Qimar meirupakan suatu peirmainan teirhadap harta di mana 

bagi yang me inang dapat me ingambil harta yang kalah. Dapat 

dikatakan bahwa qimar ini meirupakan praktik me inggantungkan 

diri pada keibeiruntungan deingan cara yang dite intang ole ih syariat 

Islam. 

f. Keiwajiban Dalam Beirbuat Adil dan Larangan Peirbuatan Dzalim 

Beirbuat adil dan meinghindari peirbuatan dzalim 

meirupakan anjuran dalam Islam, tidak teirkeicuali dalam 

muamalah. Islam meilarang umatnya meilakukan peirbuatan dzalim 

dan meimakan harta orang lain deingan cara yang tidak beinar, 

beigitupun dalam muamalah. 

3. Islam Meingikat Muamalah Deingan Akidah dan Akhlak 

Akidah meirupakan landasan dari agama seikaligus seibagai 

peidoman bagi orang muslim meilakukan keigiatannya. Beirsinggungan 

deingan harta, Islam seilalu meimbeirikan peineigasan bahwa seigala 

seisuatu yang ada di alam seimeista beiseirta isinya meirupakan milik 

Allah SWT dan manusia tidak meimpunyai hak mutlak teirhadap harta 
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miliknya, manusia hanya beirhak dalam meingambil manfaatnya. Tidak 

dibeinarkan bagi manusia untuk meinjadikan harta seibagai tujuannya 

meilainkan seibagai wasilah dalam meiraih ridha Allah SWT. Deingan 

meineigaskan bahwa keiridhaan Allah SWT seibagai tujuan utama 

manusia mampu meinghindarkan manusia dari tindakan yang 

diharamkan oleih Allah SWT. Allah SWT meimbeirikan peirintah bagi 

umat manusia untuk meincari reizeiki deingan cara yang baik dan beinar 

seirta meinjauhi peirilaku yang dapat meinimbulkan keirugian bagi orang 

lain.
34

 

Dalam Islam, akhlak me irupakan salah satu fondasi umat 

dalam meilakukan keigiatan, sama halnya me ilakukan muamalah. Se ibab 

itu, peirilaku jujur, amanah, me ineipati janji, me irupakan pe irbuatan yang 

sangat dibutuhkan dalam be irmuamalah. Hal ini dapat me inunjukkan 

bahwa Islam me inginginkan untuk me injadikan seiluruh tindakan 

umatnya leibih teirarah dan me imbeirikan keimaslahatan bagi se iluruh 

umat. 

4. Praktik Muamalah Harus Seijalan Deingan Maqāṣid Syarī’ah. 

Maqāṣid Syarī’ah meimiliki tujuan dalam meimbeirikan 

keipastian agar teirpeinuhinya tujuan hidup manusia di dunia dan di 

akhirat. Syariat Islam hadir untuk meinjamin keimaslahatan umat 

manusia deingan meinjauhkan seigala seisuatu yang dapat meirusak 

keimaslahatan manusia. Maqāṣid Syarī’ah meimiliki lima hal pokok 
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yang harus diindahkan keirana eirat kaitannya deingan keimaslahatan 

umat. Hal pokok itu meiliputi meinjaga agama, meinjaga jiwa, meinjaga 

akal, meinjaga keiturunan seirta meinjaga harta. 

Seibagai agama yang ide ial, Islam meimeirintahkan tindakan 

meinjaga harta se ibagai salah satu tujuan yang utama. Di mana 

meinjaga harta ini tidak bole ih diartikan se ibatas meinjaga hartanya dari 

peireibutan/peincurian saja. Me ilainkan juga untuk te itap meinjaga 

keisucian dari harta/ke ikayaan yang dimiliki. Ke isucian dari harta ini 

bukan hanya dinilai dari halal dan haramnya cara me indapatkan harta 

meilainkan juga pada ke imanfaat dari harta itu. Se ihingga para pihak 

yang me ilakukan muamalah se ibagai salah satu te impat beirputarnya 

uang harus dapat me imbeirikan keipastian bahwa ke igiatan yang te irjadi 

di dalamnya tidak be irteintangan deingan keiteintuan Islam. 

Maqāṣid Syarī’ah yang lain pun juga me imiliki ke iteirkaitan 

yang e irat deingan muamalah. Di mana se iseiorang tidak akan mampu 

meinjaga dan me ineirapkan nilai agama, me ileistarikan hidupnya, 

meimbangun rumah tangga se irta meimeilihara akalnya tanpa diiringi 

deingan aktivitas be irmuamalah dan juga be irtalian deingan harta. Harus 

diingat bahwa harta bukan me irupakan hal yang te irpeinting namun 

meimiliki pe iran yang strate igis deimi teirwujudnya maqāṣid syarī’ah 

dalam seitiap umat. 
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D. Hukum Perlindungan Konsumen 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat 

(1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen.
35

 

Payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum 

bagi konsumen dalam kegiatan jual beli. Adanya kalimat menjamin 

kepastian hukum ini adalah untuk meniadakan tindakan sewenang-

wenangan para pelaku usaha terhadap konsumen yang menyebabkan 

kerugian pada konsumen. Meskipun tujuan dari undang-undang 

perlindungan konsumen ini adalah untuk melindungi konsumen, namun 

bukan berarti kepentingan dari pelaku usaha diabaikan. Dalam Undang-

undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku 

usaha yang mana hal ini bertujuan agar kegiatan usaha yang dilakukan 

dapat terarah. 

Melihat secara hakikatnya, hukum berperan untuk kemajuan 

ekonomi dengan menciptakan keadaan pasar yang kompetitif.
36

 Setiap 

pelaku usaha tidak akan dapat bersaing tanpa adanya andil yang diberikan 

oleh konsumen. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit konsumen yang 

dirugikan oleh para pelaku usaha. Akan tetapi dalam hal ini konsumen 
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yang dirugikan tidak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha karena 

anggapan bahwa konsumen merupakan posisi yang lemah. Berangkat dari 

anggapan ini maka lahirlah hukum perlindungan konsumen. 

Para ahli mendefinisikan pengertian hukum perlindungan 

konsumen sebagai berikut : 

1. Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari 

hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah yang mengatur dan 

melindungi kepentingan konsumen. 

2. Inosentius Samsul, mendefinisikan hukum perlindungan konsumen 

sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan 

hakim yang secara substansial mengatur tentang kepentingan 

konsumen. 

 Dengan demikian diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen 

merupakan suatu aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

kepentingan dan melindungi kepentingan konsumen itu sendiri.  

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, 

yaitu setiap pemakai barang, dana atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
37

 Dalam 

fikih muamalah, perlindungan konsumen berada pada dua hal pokok, yaitu 

pertama; perlindungan konsumen dalam prosesi berakad yang meliputi 

perlindungan dari unsur ghubun (kecurangan harga), gharar (objek akad 
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atau kebermanfaatan nya tidak jelas), dan kedua; perlindungan konsumen 

dalam barang dagang (produk).
38

 Perlindungan konsumen adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.
39

 

Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini juga didefinisikan 

menjadi setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, 

keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain 

atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang 

mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan pemilikan atau 

penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa 

kepada konsumen.
40

  

Bahwa hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya: 

1.  Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang/jasa.  

2. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan nilai tukar yang 

sesuai. 

3. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi 

barang/jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa. 
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. 

6. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian.
41

 

Berdasarkan pada penjelasan pasal 4 dapat diketahui bahwa dalam 

melakukan transaksi seorang konsumen berhak untuk memperoleh  rasa 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, 

berhak memilih barang atau jasa mana yang akan digunakan, berhak 

mengetahui dengan jelas tentang kualitas dan kuantitas serta kondisi 

barang atau jasa. 

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

diantaranya;  

1. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta penggunaan, memberi 

penjelasan perbaikan dan pemeliharaan;  

2. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian, dan masih banyak lagi.  

 Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 

masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia 

dan penggunaanya daam bermasyarakat. Dalam UndangUndang No 8 
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Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
42

 

Sejalan dengan hal di atas terdapat larangan bagi pelaku usaha 

ketika menawarkan barang dan atay jasa yang ditujukan untuk 

perdagangan sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang 

dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak 

benar atau menyesatkan mengenai : 

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa ;  

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa ;  

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa ;  

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan ;  

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 

Dengan kata lain dalam menjalankan usahanya pelaku usaha harus 

memberikan keterangan yang jelas terkait dengan harga atau tarif suatu 

barang dan jasa, kegunaan dan fungsi dari suatu barang dan serta 

bagaimana kondisi dan adanya ganti rugi jika timbul suatu bahaya setelah 

menggunakan barang dan atau jasa tersebut. 
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Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah sebagaimana 

dijabarkan di bawah ini:
43

 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau 

jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungna konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanaggung jawab. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Ditetapkannya perangkat hukum perlindungan konsumen, tentunya 

tidak untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk 

mendorong iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran 

pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat 
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melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, 

sekaligus pula adanya kepastian terhadap perlindungan konsumen.
44

 

E. Etika Bisnis Islam. 

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu, ethos 

yang berarti sifat, watak atau kebiasaan dan ethikos yang berarti kelakuan. 

Etika dapat diartikan sebagai kesatuan nilai yang mengenai nilai baik atau 

buruk dan benar atau salah yang diterapkan pada dunia bisnis dengan 

mengacu prinsip moralitas.
45

 

Manusia memiliki perilaku yang beretika apabila tingkah lakunya 

dapat diterima oleh masyarakat atau sebaliknya.
46

 Dalam Islam, telah 

diatur sebagaimana rupa perdagangan itu dijalankan dengan beberapa etika 

yang harus diterapkan untuk kemaslahatan bersama. Adapun etika yang 

harus diterapkan pedagang khususnya yang berkaitan dengan jual beli 

yaitu sebagai berikut: 

a. Amanah. Amanah atau dapat dipercaya yaitu seorang pedagang harus 

dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan 

usahanya. 

b. Shidiq. Shidiq berarti benar atau jujur, hal ini selaras dengan perilaku 

seorang pedagang dimana ia dituntut untuk selalu berkata dan berbuat 

kebenaran. Dalam melakukan usahanya khususnya jual beli seorang 

pedagang harus menerapkan etika ini. 
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c. Tidak Menipu dan Tidak curang. Pelaku bisnis yang beretika 

diharapkan menerapkan sikap-sikap yang telah sesuai dengan ajaran 

Islam. Mereka dituntut untuk mampu memberikan kemaslahatan bagi 

banyak orang serta dituntut untuk tidak melakukan kecurangan atau 

penipuan demi menguntungkan diri sendiri. 
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